
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan Lampiran pada ketentuan Romawi V 
angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 bahwa Program 
dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, 
Dana BOS, Dana Otonomi K.husus, Dana Infrastruktur untuk 
Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana 
Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat 
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah 
tentang Perubahan APBD dengan cara : a) Menetapkan 
peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran 
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b) 
Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan; dan c) Ditampung dalam 
peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau 
dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah 
menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan 
perubahan APBD; 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
NOMOR 43 TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 35 TAHON 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2014 

WALIKOTA DEPOK 
PROVINS! JAWA BARAT 

Menimbang 
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b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk 

keperluan mendesak mencakup : a) program dan kegiatan 

pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b) keperluan 

mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan romawi V angka 23 huruf d 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 
dinyatakan bahwa kegiatan lain diluar tanggap darurat yang 

didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan 
pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja 
SKPD berkenaan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
dinyatakan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam 
jenis belanja berkenaaan dilakukan atas persetujuan PPKD, 

pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah, dan 
pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan dengan cara mengu bah peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah 
tentang perubahan APBD; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129); 

Mengingat 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 751 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 
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13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 57); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5155); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4588); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4592); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakikan Rakyat Daerah, dan 

lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4693); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4737); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4738); 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4741); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantµan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 5351); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 

Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
5016); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 5104); 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 5219); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

40. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 
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41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ .Jasa Pernerintah sebagaimana telah 

diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

42. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Dana 

Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2014; 
43. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
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4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
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50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah; 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2012 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Transfer ke Daerah; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2014 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi 
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014; 

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07 /2014 
tentang Perkiraan Alokasi Sernentara Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014; 

56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

57. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 ten tang 
Pajak Daerah, Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok; 

58. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 75 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
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59. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

60. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

61. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kota Depok [Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8); 

62. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor O 1 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01); 

63. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

64. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 
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65. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2014 Nomor 04); 

66. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

67. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13); 

68. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor O 1 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan 

Urnum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 201;5 (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01); 

69. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14); 

70. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Depok Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daetrah Kota 
Depok Tahun 2014 Nomor 7); 

71. Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2014 
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 35); 
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Rp.601.685.818.134, 16. 
2. a. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung 

yang semula Rp.927.734.392.329,90 berkurang sebesar 
(Rp. 1.057.805.000,00 menjadi 
Rp. 926.676.587.329,90, dengan rincian sebagai berikut: 
l) Belanja Pegawai yang semula sebesar 

Rp. 801.061.083.088,00 tidak mengalami perubahan; 
2) Belanja Hibah yang semula sebesar 

Rp. 34.066.910.000,00 tidak mengalami perubahan; 
3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 

Rp. 27.433.000.000,00 tidak mengalami perubahan; 

sebesar menjadi 4.342.600.000,00 Rp. 

Pasal 1 
1. Pendapatan Daerah yang semula 

Rp. 2.224.866.898.346,61 bertambah sebesar 
Rp. 4.~42.600.600,00 menjadi sebesar 
Rp. 2.229.209.498.346,61, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Asli Daerah yang semula 

Rp. 638.584.271.255,45 tidak mengalami perubahan; 
b. Dana Perimbangan yang semula 

Rp. 988.939.408.957,00 tidak mengalami perubahan; 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula 

Rp. 597.343.218.134,16 bertambah sebesar 

MEMUTUSKA.N : 

P:SRID!AHAN ATAS PIRATVRAN WAL.IKOTA l)SPOK NOMQ~ 
35 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2014. 

Menetapkan 



sebesar 
sebesar 

bertambah 
menjadi 
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Rp. 4.342.600.000,00 
Rp. 2.669.550.591.184,90; 

2.665.207.991.184,90 Rp. 

3) Belanja Modal yang semula Rp. 928.647.795.684,00 
bertambah sebesar Rp.4.819.570.000,00 menjadi 
Rp.933.467.365.684,00. 

c. Jumlah Belanja Daerah pada huruf a dan b semula 

2) Belanja Barang dan Jasa yang sernula 
Rp.617.485.948.025,00 bertambah sebesar 
Rp. 233.470.000,00 menjadi 
Rp. 617.719.418.025,00; 

semula 
sebeser 
menjadi 

yang 
bertambah 

menjadi 
sebesar berkurang 

sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai 
Rp. 191.339.855.146,00 
Rp.347.365.000.000,00 
Rp.191.687 .220.176,00; 

Rp. 64.302.582.437,90 
(Rp.1.057 .805.000,00) 
Rp. 63.244.777.437,90. 

b. Belanja Daerah dalarn kelompok Belanja Langsung yang 
semula sebesar Rp. l.737.473.598.855,00 bertarnbah 
sebesar Rp. 5.400.405.000,00 menjadi sebesar 
Rp. l.742.874.003.855,00 dengan rincian perubahan 

4) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar 

Rp. 870.816.804,00 tidak mengalami perubahan; 

5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 
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Pasal 2 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan 
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

d. Surplus/(Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi 

-Jumlah Belanja Belanja Daerah sernula sebesar 

(Rp. 440.341.092.838,29) tidak mengalami perubahan; 

3. Pembiayaan yang semula sebesar Rp. 560.341.092.838,29 

tidak mengalami perubahan; dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar 

Rp. 582.691.092.838,29 tidak mengalami perubahan; 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 

Rp. 22.350.000.000,00 tidak mengalami perubahan. 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 

yang semula sebesar Rp.120.000.000.000,00 tidak 

mengalami perubahan. 

5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
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DERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR ,~4 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 11 1-'.'cvc..uoe:r 2vl 

S DAERAH KOTA DEPOK, 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 11 ~-.'o, cJ.1ber ·w1 4 

WALIKOr:,c, 

---== ~ H. NUR MAHMUD! ISMA'IL 

Pasal 3 

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Depok. 


